BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
4B BUPATI BENGKULU TENGAH,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 52/PMK.05/2018 juncto Pasal 2 Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 54 /PMK.05 /2018, Pegawai Negeri
Sipil mendapat Tunjangan Ketiga Belas dan Tunjangan Hari
Raya meliputi Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan
Jabatan/Tunjangan Umum dan Tunjangan Kinerja;

b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun

i Anggaran 2018, belum mengatur mengenai Pemberian
Tambahan Penghasilan Pegawai untuk Tunjangan Ketiga

Belas dan Tunjangan Hari Raya, sehingga perlu dilakukan

penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; %

?




2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi
Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4870);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

& Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
. Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

6. Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

‘ 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5479),

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
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10.

2 B

12,

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas
kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional
Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5888), sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau
Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil,
Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima
Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6207);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2016
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji,
Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai
Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara,
dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 899), sebagaimana
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Menetapkan

13.

14.

15.

16.

telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 52/PMK.05/2018 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2016
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji,
Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai
Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara,
dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 677);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.05/2018
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian
Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2018 kepada
Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia,
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat
Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
679);

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Bengkulu Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu
Tengah Tahun 2016 Nomor 13);

Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2017 tentang Pemberian
Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017 Nomor 05);

Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2018 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2018 Nomor
02);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN ANGGARAN
2018.




Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun

2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai

Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu

Tengah Tahun Anggaran 2018, diubah sebagai berikut :

(1) Ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (3) huruf b angka 2 di
ubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) di sisipkan satu
ayat tambahan yaitu ayat (2a), sehingga Pasal 16 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 16

(1) TPP dibayarkan setiap bulan maksimal 14 (empat
belas) kali dalam satu tahun anggaran termasuk
untuk Tunjangan Hari Raya dan Tunjangan Ketiga
Belas.

(2) Permintaan Pembayaran uang TPP diajukan pada
bulan berikutnya paling lambat pada setiap hari kerja
kesepuluh, kecuali untuk bulan Desember dapat
diajukan pada pertengahan bulan berjalan.

(2a) Permintaan uang TPP untuk Tunjangan Hari Raya dan
Tunjangan Ketiga Belas dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan dan
dibayarkan sebesar pembayaran TPP  bulan
sebelumnya dengan memperhatikan kemampuan
keuangan daerah.

(3) Tata cara permintaan pembayaran uang TPP
ditetapkan sebagai berikut:

a. Pejabat Penanggung Jawab mengajukan Surat
Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS)

melalui Bendahara Pengeluaran dari masing-

masing OPD.

b. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS)
dilampiri dengan;

1. Daftar perhitungan uang TPP yang telah
disahkan Pejabat Penanggung Jawab;

2. Daftar Rekapitulasi Prilaku Kerja (Kehadiran
Kerja) dan tidak berlaku pada pembayaran TPP
untuk Tunjangan Hari Raya dan Tunjangan
Ketiga Belas; dan f #
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3. Daftar rekapitulasi Prestasi Kerja (laporan kerja
harian).

(4) Daftar perhitungan uang TPP untuk Sekretariat
Daerah disahkan oleh Sekretaris Daerah, serta Daftar
perhitungan uang TPP untuk OPD disahkan oleh
Kepala OPD.

2. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan satu pasal
tambahan, yaitu Pasal 17A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17A
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan
Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2018, masih
. tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan

Peraturan Bupati ini.

Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi
pada tanggal 3¢ me’ 2018

A\ BUPATI BENGKULU TENGAH, Q

9& H. FERRY RAMLI#'

Diundangkan di Karang Tinggi
pada tanggal 3¢ ME&1 2018

SEKRETARIS DAERAH
#KABUPATEN BENGKULU TENGAH, @

AT

/
% MUZAKIR HAMIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2018 NOMOR ...
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